ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI

DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-V111/2010.

1Dewi Adi Setyani, 2Tarisa Valbia Wisesa
1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan dua orang
saksi dan wali serta adanya ijab gabul, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Pengertian
perkawinan siri tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menguraikan
pengertian perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara hukum, perkawinan siri tentunya
memiliki kedudukan dan akibat terhadap status dan kedudukan seorang anak. Permasalahan
bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak ditinjau
menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VI11/2010.
Kata kunci: akibat hukum, kawin siri, putusan MK

ABSTRACT

A siri marriage is a marriage that is carried out by presenting two witnesses and a guardian
as well as a gabul consent, but it is not registered with the KUA. The definition of
unregistered marriage is not clearly regulated in the Civil Code and Law no. 1 of 1974
concerning Marriage. Article 2 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage only describes
the meaning of a legal marriage. Therefore, legally, unregistered marriages certainly have a
position and effect on the status and position of a child. The problem of how the legal
position of unregistered marriage is seen from Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and
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how the legal consequences of unregistered marriage on the position of children are
reviewed according to Law no. 1 1974 concerning Marriage after the decision of the
Constitutional Court No. 46/PUU-VI11/2010.

Keyword: due to the law, kawin siri, constitutional court verdict

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan
keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si
istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan

melahirkan yang meminta pengorbanan.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan
oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan persoalan aktual
yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema pernikahan siri
sering kali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada
yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain
tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat
tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.

Sebenarnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang
mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah
pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktikkannya. Apapun
sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang berwenang
melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.

Nikah siri sendiri berasal dari kata siri yang secara bahasa berarti sembunyi atau
rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh
kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi
sah dan tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah

masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan agama (figh). Satu sisi pernikahan
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siri dikatakan sah dalam perspektif figh (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa
menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan
ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis
yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari perkawinan. Dalam
hal ini, yang paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri
kebanyakan adalah pihak wanita.

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa berkepentingan
untuk mengeluarkan kebijakan regulasi (syivasah syar’iyyah) yang mengatur tentang
pencatatan pernikahan. Meskipun bukan menjadi bagian rukun dan syarat sahnya
perkawinan, pencatatan pernikahan mempunyai peranan penting dalam menciptakan
kemaslahatan beragama. Dikatakan demikian, karena pencatatan tersebut dilakukan secara
resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum. Pasangan suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan secara resmi biasanya akan mendapatkan akta nikah. Pembuatan
alat bukti bagi kedua belah pihak (suami-istri) untuk melakukan proses yang timbul akibat
dari suatu pernikahan.

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang
dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan
Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain
dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
menbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria
dengan seorang wanita.” Untuk terlakasana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1)
Undangundang No. 1 tahun 1974 menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum,

maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.
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Sedangkan dalam KHI pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu
perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus
memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,
yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya
secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah nikah, tapi
hanya kewajiban administratif. Pada asasnya menurut UU No.1 tahun 1974 Perkawinan
adalah monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami ingin kawin lagi
dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal mengatur

seorang calon suami memungkinkan untuk meminta ijin kawin lebih dari seorang (poligami).

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah
dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum
terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah
telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi
agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam
perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Apabila diteliti
ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang.

Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang - undangan yang berlaku.

Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan siri tidak memiliki kekuatan
hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami maupun istri.
Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak
jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada
permasalahan yaitu Bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dan Bagaimana akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan siri
ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa
rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974?

2. Bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak ?

3. Bagaimana Putusan MK No 46/PUUV111/2010 terhadap anak hasil pernikahan siri?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu
metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan
mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan
kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan
hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli

hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan
yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti
bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang
tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang

menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir
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diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang
tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum
Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang
dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam
dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan islam anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita
hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau
kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah
tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6
bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan
badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya
berhak terhadap ibunya. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan siri atau perkawinan

dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara
agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti
perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain
menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan
yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.
Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan
adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1
Tahun 1974 Tentang perkawinan. Yang pasti ketentuan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan
pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang

sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Biasanya yang menjadi korban akibat adanya perkawinan siri ini, yang biasanya

muncul jika ada masalah, bentrokan, dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran
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terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tidak jarang pula anak yang

dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui.

Adapun dampak dari perkawinan siri yaitu :

1. Terhadap Istri

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik
secara hukum maupun sosial. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak
berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan istri tidak berhak atas
harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap
tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan
yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki

tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki
dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang
dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan
hukum terhadap ayahnya pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100. Di dalam akta kelahirannyapun
statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang
melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya
nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan
ibunya. Kemudian, ke tidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa
anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya

kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dan ayahnya.

Kedudukan Hukum Nikah Siri Dilihat Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Menurut peraturan perundang-undangan perkawinan siri memanglah tidak sah,
berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam, sehingganya dalam pembahasan

penulis kali ini mengupas perkawinan siri dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam.
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Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah
pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi
tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau
perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di
Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak
mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian
dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan

perkawinan bawah tangan.

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus
dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UndangUndang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih
lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. PasalPasal yang berkaitan dengan
tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No.
9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan:

“Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan
menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”. Dari ketentuan perundang-undangan
diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur
materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur
perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang
harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.
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Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua
bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi
ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat
(2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada

pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut
telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai
perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan
semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya,
karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam
melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat
(1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan
bukan alternativ. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu,
sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan

hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan
menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administrativ, tetapi
peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah
dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan
hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu
belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur
yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrativ,
meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis,
khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu
perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah,

karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah
tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsure ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2)
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak

sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan

sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
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Kedudukan Anak Dalam UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan
keturunan sah dan tidak sah: (I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, 2010:112)

1. Keturunan sah diatur dalam pasal 42 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.

2. Keturunan yang tidak sah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan :

a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah (namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum
ada).

Penyangkalan anak oleh suami, diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : (I
Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, 2010:113)
a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bilamana ia dapat membuktikan bahwa
isterinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari pada perzinaan tersebut.
b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak
yang berkepentingan.

Apabila melihat ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang No.1 Tahun 1974
Tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” itu sebenarnya
mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu adalah suatu
kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari
perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan
hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. 1 Tahun Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang
tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Tiga keadaan yang disebutkan diatas masing-masing memiliki persoalan hukum
yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah

ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar
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kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan
yang sah. Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan kalimat
pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menjadi
tidak cocok, karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda
walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain. (D. Y . Witanto, 2012:142-143)
Sedangkan latar belakang timbulnya anak luar kawin disebabkan oleh : (D. Y . Witanto,
2012:142-143)

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan
perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan
dengan pria atau wanita lain.

2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki
oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu
masih terikat dengan perkawinan lain.

3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang
dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada
kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara
wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak
tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan
lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga
kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.

6. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara
melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga
Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan
perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap
campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.

7. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak
mengetahui kedua orang tuanya.

8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dikantor catatan sipil dan/atau
Kantor Urusan Agama.
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9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan

kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan
akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. Sedangkan
pengertian kawin siri yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan
yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan
menurut ketentuan hukum agama islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan
dihadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak
dicatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki
surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. (I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, 2010:
151)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal lembaga
pengakuan dan pengesahan, hal sejenis itu ada dalam hukum adat. Karena singkatnya aturan
Undang-Undang Perkawinan ini perihal kedudukan anak, maka bila ketentuan sebelumnya
(KUH Perdata) yang diuraikan dimuka belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang
Perkawinan dan mereka menginginkan menggunakannya maka masih dapat diberlakukan

melalui ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak

Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang
tuanya menurut hukum islam, UUP dan KHI telah dijelaskan pada Bab 11 sebelumnya. Dalam
paparan berikut akan dikupas mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan siri dalam
hubungannya dengan hukum Negara (UUP dan KHI).

Sebelum Adanya Putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin
(dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya
tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI), (http://www.lbh-apik.or.id). Bunyi
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal
43, yaitu :
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1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan

Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat
mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan
kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut,
maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak
tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa
status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat

mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ke tidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah
dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak
tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat
adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah,
biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau
sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak
dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga
ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau
bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam.
Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah
biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi
wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak
perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan
hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim,

karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Hasil penelitian AcNielson menunjukkan bahwa responden di seluruh area yang
diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekuensi kawin siri yaitu; istri dan anak
kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan finansial untuk
membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab
membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak
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tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran

anak. (Hasil penelitian di beberapa daerah jawa trengah dan jawa barat oleh AcNeilson,
2006)

Menurut Rifka Kurnia, dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan
terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan
nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab
atas biaya pendidikan dan kebutuhan sianak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri
biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak
mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara
kecuali  jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan  (Itshat  nikah).
(www.idlo.int/bandaacehawareness) Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan
yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-
anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak
keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia
ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang
disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian
besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama Islam termasuk anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan siri.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah
tangga yang dilakoni suami istri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya
berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya
dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat Islam, hubungan anak
dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Derita si anak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui
dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya
terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan
anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan

agama.

Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga 199



Setelah Adanya Putusan MK No. 46/PUU- V111/2010

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar
perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat
Q).

Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No. 46/PUUVI11/2010 yang
dikeluarkan padatanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “ anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah
sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ™ ;
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Putusan di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum
mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal
meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan
tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya
pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa
anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya
memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak
adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang
menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya
sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap
lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi
yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-
laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah
hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang
subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak
tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada
pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang
dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang
dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak
berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki
kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah

masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap
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status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak

yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “ 4nak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya”, dan Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dab keluarga ibunya”
adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain. Secara singkat, MK melalui putusan No. 46/PUU-
V111/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan -88 3HUNDZLQDQ bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak

dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

keluarga ayahnya.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak
mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi
perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan

dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan
perkawinannya masih disengketakan.

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VI11/2010 tidak menyebut soal
akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta
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kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan
pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena
pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang

dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU
Perkawinan.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap
anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya.
Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin
yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

ibunya saja.

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak
dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal
kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian
ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VII1/2010, hubungan antara anak
luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan
berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya
subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak
sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar
kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan
keluarga ayahnya, yaitu; 1. pengakuan oleh sang ayah biologis; atau 2. pengesahan oleh

sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar
kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut,
apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin.
Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul
hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah
adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut
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terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara
anak itu dan bapak atau ibunya.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan
atau penodaan darah (incest, sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal
283 KUHPer. Akil Mochtar juga menjelaskan mengenai akibat dan Kedudukan Anak Luar
Kawin Pasca Putusan MK. Menurut beliau, anak yang dilahirkan dalam perkawinan Sirri,
seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan MK telah diakui bahwa
perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-
masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu
tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Akan tetapi, dalam praktiknya anak yang
dilahirkan dalam perkawinan siri justru digolongkan kedalam anak luar kawin sehingga si
anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta
kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di
masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktik di masyarakat bahwa perkawinan siri
merupakan praktik poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, sering kali menyangkal

adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut
tidak dipenuhi.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan siri dapat dilakukan dengan
“pengakuan sukarela” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses
pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri yang menimbulkan sengketa maka
harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui
proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si
anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara siri menjadi tercatat
secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya
“hubungan darah” antara bapak dan anak dalam perkawinan siri tersebut maka kedudukan
anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya

hak-hak keperdataan anak sah. Putusan MK ini berimbas juga pada anak yang dilahirkan
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akibat perbuatan zina. Terhadap kelompok anak luar kawin ini maka pemberlakuan aturan

hukum harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

AKkil juga menanggapi dampak yang dapat terjadi pasca putusan MK tersebut.
Dampak yang dapat diprediksi adalah akan banyaknya pihak-pihak yang mengajukan perkara
ke Pengadilan (PA/PN) dalam kaitan dengan gugatan hak-hak keperdataan anak luar kawin,
baik berupa Isbat Nikah (bagi yang telah kawin siri ) maupun pengesahan asal usul anak
(bagi yang tidak kawin siri), nafkah anak, waris dsb. Selain itu Kantor Pencatatan Sipil juga
akan banyak menangani permohonan akta kelahiran dan ini akan berdampak pula pada
Instansi terkait lainnya seperti Kantor Kelurahan dan sebagainya. yang berkaitan dengan
pembuatan Surat Keterangan pemohon, termasuk juga Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang

berkaitan dengan administrasi pernikahan dan sebagainya.

PENUTUP
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa
perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh

karena itu nikah siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut.

Menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya
perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam

apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VII1/2010, anak dari hasil nikah siri
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan
setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VII11/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki
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hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau

dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang
mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir
sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih
dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review
ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari

poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status
anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan Pasal
100 Kompilasi Hukum Islam, substansinya tidak bertentangan dan atau sebenarnya sejalan
dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan
syari’at islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) dan
bertentangan dengan syari’at Islam. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang
polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong
untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan taat hukum , melainkan berupaya
melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 43 ayat (1) yang telah di-review oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya
berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain

hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam
kewarisan.
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